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Abstract

The article discusses abont the role of public Moslen: finance institution viewed in the
contexct of economic public endeavor. This problem: emerges in public becanse the public Mostem
finance institution in Indonesia does not take in part proportionally yet to create public prosperity
in Indonesia whereas the research of the Language and Literature Center in UIN by Syarif Hidayat-
ullah and Ford Foundation results that the potention of funds (Zakat, Infak, Shodaqoh)
and donation of Moslems in Indonesia (amount Rp 19.3 billions) managed by the public Mostens
[finance institution can be used for people prospersty. Besides, it is supported with the big nnmber
of Moslems in Indonesia. Thercfore, there are two imiportant things to be focused on this articl.
First, why can’t the fund in public Moslem finance institution, like ZIS and donation, in Indonesia
be more efficient in a maximum way to realize the prosperity? Then, how to develop the public
finance institution in Indonesia?
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A. Pendahuluan

Di tengah kehidupan ekonomi yang serba sulit, terutama pasca kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM), memaksa masyarakat Indonesia untuk berpikir ekstra
keras. Harga barang-barang setba naik, bahan kebutuhan pokok naik melambung,
sementara pendapatan masyarakat masih belum sebanding dengan tingkat kebutuhan
pokok. Bahkan sering terjadi pemutusan hubungan ketja (PHK) secara besar-besaran.!
Kondisi inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di
Indonesia. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampu-
an untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang meliputi pangan, sandang,
papan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang serta jasa lainnya.? Jumlah
penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat mulai tahun 2001.2 Krisis ekonomi
1998 meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 24,23 persen. Tahun 2006, jumlah
orang miskin turun menjadi 17,8 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi daripada
jumlah orang miskin tahun 2005, (16 persen). Di pedesaan, kemiskinan kian menyeruak
karena pemilikan lahan produksi kian sempit. Ini mendorong pengangguran terse-
lubung atau melahirkan buruh-buruh baru di sektor pertanian, menyemai bibit ke-
miskinan yang betkembang.*

Dari data inilah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam diajak
menggali pemikiran ekonomi dan sumber keuangan yang berdasarkan nilai-nilai dan
ajaran Islam. Islam, sebagai agama moral, tertantang tidak saja untuk menghancurkan
ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya sebagai agama
dengan nilai elitis”normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi
Islam secata integral berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam betbagai problem
sosial-kemasyarakatan. Selain itu, Islam juga agama keadilan, hal ini karena kandungan-
nya terhadap cita-cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin-doktrinnya.
Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, ketidakseriusan penanganan ter-

! “Wakaf Produktif: Sebush Alternatif Untuk Pemberdayaan Umat” betpe/ /o plpas.or.id/
artikel fite php fid=10&no=16/accessed 17 Oktober 2007 10:46:11 GMT.

2 Menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 1999 dalam Edy Suandi Hamid, Ekonorsé Indenesia:
Dari Sentralisasi ke Deseniralisasi, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 92-93.

3 Menurut Data dan Informasi Badan Pusat Statistik Tahun 2003, Penduduk Miskin Indonesia

tahun 2001 betjumlzh 35,952 juta jiwa, tahun 2002 begjumlah 38,394 jutz jiwa daa tahun 2003 befjumlah
37,339 juta jiwa, lihat Edy Suandi Hamid, 2006, Ekonor Indonesia, hal. 96.

* Dikutip dari bttp:/ [yadbiteordpress.com! 2007/ 06/ 19/ soséal-kompas-yudbit-iphardian/ yang

direkam pada 18 November 2007 13:26:52 GMT.
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hadap. nasib dan masa depan puluban juta kaum dhuafa’ yang tersebar di seluruh
tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam
terhadap solidaritas kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, ada beberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin
kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Kenangan Publik Islam. Di antara sistem
keuangan Islam ada yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) seperti zakat ada pula
yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf. Beberapa sistem keuangan
Islam tersebut dewasa ini tengah digalakkan masyarakat muslim di berbagai belahan
dunia. Tetapi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, untuk pen-
distribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf belum tetlaksana sesuat yang diharap-
kan. Padahal Indonesia telah memiliki Undang-undang (UU) soal zakat.®

Selain itu, menurut hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syatf Hidayat-
ullah dan Ford Foundation, potensi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan wakaf
umat Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
mencapai Rp 19,3 triliun, dalam bentuk barang Rp 5,1 triliun dan vang Rp 14,2 triliun.
Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dard zakat fitrah (Rp 6,2 triliun)
dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun.®

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dalam hal
ini pengelolaan dana publik oleh Lembaga Keuangan Publik Islam yang di dalamnya
ada Filantropi Islam secara umum terdin dan institusi zakat, infak dan sedekah (ZIS)
dan wakaf, belum mampu secara optimal berperan sebagai sumber dana untuk me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, padahal potensi dana ZIS dan wakaf
sangat memungkinkan pelaksanaannya.

Dati paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa persoalan yang merupakan
problem yang harus dicarikan solusinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berkut:

1. Mengapa dana di Lembaga Keuangan Publik Islam seperti ZIS dan wakaf di
Indonesia belum berperan secara optimal dalam mewujudkan kcse]ahteraan
masyarakat?

2. Bagaimana memberdayakan Lembaga Keuangan Publik Islam di Indonesia?

% Republika, 2003, "Potens1 Zakat Masyarakat Belum Tergali”, Jumat, 11 Juli 2003, betp://
afguide. accessed 23 Okt ober 2007 09:19:43 GMT.

¢ Azyumardi Azra, “Diskursus Filantropi Islam dan Civil Society”, dalam Berderma Untuk Semmua:
Wacana dan Praktik Filantropi Islam, (Jakarta: PBB, Ford Foundation, dan Teraju, 2003) hal. xxiii. Lihat
juga Hasil Penelitian PBB, UIN Syarf Hidayatullah dan Ford Foundation, 2003, Péilantropi Untuk Keadslan
Sosial Studi Kasur Masyarakat Muslnr Indonesia,
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Untuk memudahkan menjawab persoalan tersebut di atas, kajian ini mengguna-
kan paradigma positivistik yang disebut juga dengan paradigma fakta sosial. Dalam
paradigma ini fenomena sosial dipahami sebagaimana fenomena alam sehingga kajian
ini bertujuan untuk menjelaskan (explanation) mengapa suatu peristiwa terjadi.” Dalam
hal ini adalah fakta sosial sehubungan dengan peran Lembaga Keuangan Publik Islam
yang mengelola dana ZIS dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
di Indonesia belum berpetan secara optimal.

Sedangkan untuk memformulasikan pemberdayaan Lembaga Keuangan Publik
Islam di Indonesia, digunakan metode analisis kontekstualisasi, yaitu pemaknaan
kontekstual yang disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau,masa kini dan
masz yang akan datang.® Dalam hal ini penulis mendeskripsikan keterkaitan feno-
mena Lembaga Keuangan Publik Islam yang mengelola dana ZIS dan wakaf dalam
makna historts masa dahula, makna fungsional sekarang dan memprediksi atau
mengantisipasi makna dikemudian hari.

B. Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Mewunjudkan Kesejah-
teraan

Sistem kesejahteraan sosial yang berakar dalam tradisi Islam (#he Islamic welfare
effort) merupakan bagian dari agenda yang ikut mewarnai interaksi antara Islam dan
negara di Indonesia. Proses akomodasi negara terhadap sistem kesejahteraan sosial
Islam mulai menguat pada akhir pemerintahan Orde Baru dengan pemberlakuan
UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini menjadi dasar
hukum yang menempatkan sistem kesejahteraan sosial Islam sebagai bagian penting
dari kebijakan dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Gerakan muslim Indonesia untuk memasukkan sistem kesejahteraan sosial
Islam ke dalam sistem kesejahteraan nasional memiliki ciri khas dibandingkan de-
ngan negara-negara muslim lain. Jika di negara-negara seperti Pakistan, Sudan, Saudi
Arabia dan Malaysia imajinasi tentang sistem ekonomi Islam sangat berpengaruh,
maka gejala serupa tidak dijumpai di Indonesia. Alih-alih ekonomi Islam, cita-cita
menerapkan Islam sebagai ideologi negara merupakan dasar untuk menempatkan
pengelolaan dana zakat di bawah tanggung jawab inheren negara. Tidak heran jika

T Imam Suprayogo dan Tobroni, Mefodologi Penelitian Sostal Agama, cet. ke-2, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 92-93.

¥ Noeng Muhajir, Mefodolge Penclitian Knalitatif, Edist III, Cetke-8, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998), hal. 178.
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di Indonesia sistem kesejahteraan sosial Islam, khususnya betkaitan dengan zakat,
kerap kali menjadi satu isu sentral dalam ketegangan politik antara Islam dan negara.

Berdasar hasil penelitian PBB UIN dan the Ford Foundation (FF) ditemukan
beberapa fakta yang menarik. Di antaranya, bahwa masyarakat muslim Indonesia
memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi dan dii+adasi oleh motivasi spiritual.
Sedangkan motivasi sosialnya masih rendah.” Dari hasil studi kasus ini secara umum
ditemukan bahwa otoritas agama masih sangat kuat melegitimasi wacana dan praktik
pembayaran ZIS dan wakaf. Artinya masyarakat muslim di Indonesia sangat kuat
dipengaruhi motif dan tujuan keagamaan yang dipahami dalam ketangka ketertun-
dukan kepada doktrin-doktrin keagamaan menurut tafsir klasik dalam ajaran ber-
derma. Yait, berderma adalah ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah swt
melalui aktivitas-aktivitas bantuan karitatif kepada orang-orang miskin. Salah satu
akar persoalannya ada pada formalisme zakat.

Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif,’ tanpa memper-
hatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan
ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diatahkan
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban
dari Tuhan. Bahkan, tidak sedikit muzakki yang mengeluarkan zakat disertai maksud
untuk menyucikan harta atau supaya hartanya bertambah (berkah). Ini artinya,
muzakki membayarkan zakat untuk kepentingan subyektivitasnya sendiri. Memang
tidak salah, tapi secara tidak langsung, substansi dari perintah zakat serta efeknya
bagi perekonomian masyarakat menjadi terabaikan.'!

Meskipun demikian terdapat suatu persepsi yang positif mengenai konsep
keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan, namun secara umum paradigma

% Hasil penelitian PBB UIN Syardf Hidayatullah dan Ford Foundation Tahun 2003, Philantrops
Untuk Keadilan Sosiak Studi Kasus Masyarakata Muskem Indonesia.

10 QS. Al-Taubah (9): 60 yang attinya: Sesunggubnya gakat-zakat it hanyalalh untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-penguris zakat, para mu'allaf, yang dibujuk batinya, antuk (merserdekakan) budak,
orang-orang yang berbutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalar perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajtbkan Allab, dan Allah Maha Mengetabui lagi Maba Bijaksana.

1 3S. Al-Baqarah: 177 yang artinya: Ing'iffzan £t bukaniah nenghadapkan wajabmu ke finsur dan barat,
Fetapi sesunpgubnya kebajiikan itu adalab bertsan kepada Allab, hari kianat, malatkat-malzikat, kitab-kitab, nabi-
nabi, memberikan barta yang dicntainya kepada kerabal, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan), erang yg meminta-minta, memerdekakan budak, mendirikan shalat dan menunaikan
zakat. ... Lihat juga QS. Ali Imran: 92 yang artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang
sermpurna), sebelum kamu menafleabkan (di jalan Alab) sebabagian barta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkabkan, maka sesunggubnya Allab Maba Mengetahui,
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keadilan sosial ini belum terintegrasi ke dalam konsep maupun praktik keagamaan
dalam pembayaran ZIS dan wakaf di Indonesia.

Yang perlu dilakukan adalah proses sosialisasi bahwa motivasi sosial semesti-
nya lebih ditekankan dengan betlandaskan pada motivasi spiritual. Sementara mobili-

- sasi dana ZIS dan wakaf melalui Lembaga Keuangan Publik Islam atau organisasi
ZI8S terbentur dengan fakta bahwa masyarakat masth menjunjung tinggi prinsip secrecy
(kerahasiaan) dalam menyumbang, dan juga masih meragukan #rwst dati Lembaga
Keuangan Publik Islam atau organisasi ZIS yang ada. Sedangkan, distribusi ZIS
masih berorientasi pada aspek karitas atau sosial yang tidak bisa dikembangkan untuk
kegiatan produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata
lain, distribusi dana di Lembaga Keuangan Publik Islam untuk tujuan mewujudkan
kesejahteraan masyarakat belum berperan secara optitnal atau masih sangat lemah.

Model pendistribustan dana yang tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan
sosial juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi dalam zakat.
Tidak sedikit muzakki yang langsung memberikan zakat kepada faqir dan miskin
tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level ke-
sejahteraan mereka atau tidak. Muzakki mungkin hanya berpikir tentang hukum,
bahwa cukup baginya mengeluatkan zakat, sehingga kewajibannya sebagai muslim
gugur. Di sinilah pentingnya amil dalam proses penyaluran zakat, Lembaga amil yang
profesional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (fundraising) serta
pendistribusiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu membuatnya
efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Susah-
nya, kadang-kadang menganggap amil hanya sekedar sebagai pos pengumpul zakat,
tanpa tuntutan kerja optimal untuk usaha fundraising dan pola pendistribusian dana
yang profesional.

Berkaitan dengan penguatan posisi amil ini, peningkatan profesionalisme lem-
baga-lembaga zakat adalah factor kunci. Profesionalisme in1 meliputi upaya proaktf
dalam fundraising dengan dua tujuan: meningkatkan pendapatan dana zakat dan
meningkatkan jumlah orang sadar zakat. Termasuk profesionalisme lembaga zakat
adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan sektor riil. Karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial
ekonomi yang baik, sehinga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran
dana zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi lembaga-lembaga zakat,
daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.
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Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, zakat akan lebih bermanfaat
bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat luas. Sudah saatnya
pengelolaan dana zakat mengikuti misi profetik yang diemban Nabi, yaitu misi
keadilan distribusi ekonomi dan meminimalkan konsentrasi hatta hanya pada kelom-
pok elit tertentu. Barangkali negara masih belum mampu membebaskan diri dari
kungkungan monster-monstet ekonomi global. Namun dengan ajaran Muhammad,
umat Jslam dapat mengilhami pemerintah di neged ini bagaimana cara berdid di atas
kald sendisi dan melepaskan ekonomi Indonesia dari neoimperialisme negara-negara
kapitalis. Salah satunya melalui manajemen zakat professional agar tercapai kesejah-
teraan masyarakat.'?

Sehubungan dengan hal tersebut,apabila dicati dalam literatur ekonomd, ternyata
terminologi “kesejahteraan™ memiliki banyak pengertian. Definisi “kesejahteraan”
dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materalis murni
yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan
tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendis-
kusikan secara ilmu ekonomi apa hakikat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagai-
mana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi
tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata,
tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-
ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian
jiwa dan kebahagiaan, serta kebarmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan lahir batin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila
unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat
terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, fu// employment
(tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan
dan kekayzan, stabilitas ckonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat,
tingkat inflasi tidak tinggt, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diper-
baharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan
tidak terjadi.

Di samping hal-hal di atas, harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni
telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tang-
gung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, usia

12 Dant Muhtada, Rekonseptualisasi Zakat Untuk Keadilan, Koordinator Lembaga Amil Zakat
MITAS (Masyarakat Islam Australia Selatan) 2006-2007, Kandidat Doktor, AusAID fellow pada Flinders

University Australia http://www.rumahzakat.org/detail php?id=3772/ accessed tanggal 21 November

2007 17:32:36 GMTL.
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lanjut, orang sakit, orang-orang lemah, fakir miskin, keluarga bermasalah, janda-
janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta
pertikaian menyangkut SARA.

Untuk mencapai konsep kesejahteraan tersebut, setiap orang baik sebagai anggota
masyarakat atau dunia usaha, maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintahan
diharuskan mengorbankan kepentingan pribadi demi memenuhi kemaslahatan sosial
di lingkungan keluarga, dalam dunia usaha, hidup bermasyarakat, atau di dalam bidang
pemerintahan. Selama maksimalisasi kekayaan dan konsumsi adalah satu-satunya
tujuan, maka pengorbanan tidak akan ada artinya.’

Meski berpeluang memainkan peran lebih besar di masa depan, namun secara
umum kita belum benar-benar yakin akan kemampuan Lembaga Keuangan Publik
Islam dalam merespon problematika sosial secara efektif karena kapasitas yang
masth terbatas dibandingkan dengan problematika sosial yang maha kompleks. Dari
sekian lembaga, ditemukan sejumlah hal yang menjadi kelemahan mendasar sepertt
rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan lemahnya kapasitas organisasi dan
manajerial. Belum melembaganya mekanisme pertanggungjawaban publik yang standar
juga menjadi fenomena umum Lembaga Keuangan Publik Islam.

" Keterbatasan ini berdasar pada kenyataan bahwa Lembaga Keuangan Publik
Islam belum memiliki tradisi kelembagaan yang kuat. Kultur Lembaga Keuangan
Publik Islam sebaliknya lebih mengandalkan relasi inter-petsonal dan kapasitas
individual. Padahal substansi peran Lembaga Keuangan Publik Islam untuk pember-
dayaan ekonomi masyarakat lebih berorientasi pada penguatan institusi dan sistem.
Dalam konsep Lembaga Keuangan Publik Islam untuk kesejahteraan, sumberdaya
yang dikumpulkan ditujukan untuk menopang kegiatan yang mengarah kepada
petubahan sosial. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan strategi peng-
organisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik yang baik. Karenanya
kultur Lembaga Keuangan Publik Islam yang personal tidak dapat diandalkan untuk
melakukan tugas-tugas tersebut.

Konstruk Lembaga Keuangan Publik Islam yang demikian itu terbentuk akibat
kuatnya pengaruh doktrin. Dalam Islam, doktrin membern ruang seluas-luasnya bagi
kebebasan individual dalam mempraktikkan berderma. Sejak masa awal Islam, zakat,

B Menurut Al Ghazali kesejahteraan (Maslahah) dad suatu masyarakat tergantung kepada pencarian
dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu, agama, hidup/jiwa, keluarga/keturunan, harta /kekayaan,
intelektual /akal. Ta menitikberatkan bahwa kesejahteraan sesuai tuntunan wahyu adalah kebaikan dunia
dan akhirat, lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islans, edisi ke-3, (Jakarta: PT Raja Gravindo
Persada, 2007).
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infak dan sedekah (ZIS) dibayarkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, sebagian
lainnya dihimpun oleh pengurus masjid dan tokoh agama. Pola berderma semacam
ini relevan dengan struktur sosial ketika pola ita cukup kredibel di mata umat. Pasal-
nya, dalam Islam akuntabilitas personal mendapat resonansi sangat kuat dalam
doktrin. Realitas ini mungkin dapat menjawab pertanyaan mengapa kedermawanan
Islam tidak tampil dalam format kelembagaan yang kuat sehingga perlu dorespon
Lembaga Keuangan Publik Islam yang kuat secara sistemik.

C. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Publik Islam di Indonesia

Secara historis dapat diketahui peran Rasulullah, Sayidina Abu Bakar, Khalifah
Ummar bin Abdul Aziz memperoleh dan mengembangkan dana zakat untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Begitu besarnya kebijakan di bidang zakat sebagai
sumber pendapatan untuk subsidi silang langsung yang dapat meningkatkan daya
beli, sehingga meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan produksi;'yang-
merupakan salah satu faktor pertumbuhan.ekonomi suatu negara. Kebijakan peng-
elolaan zakat yang Iangsung dikendalikan pemerintahan ternyata mampu mengarah-
kan pada sasaran dan bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini
tidak tetlepas dari pengelolaan yang bersih, bebas dari korupsi dan manipulasi.

Salah satu rekomendasi Konferensi Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT) ke
2 yang berlangsung di Padang yaitu mendesak dibentuknya kementerian zakat.
Rekomendasi tersebut disambut DPR dengan mendesak dibentuknya DITJEN zakat.
Hal ini sebagai bentuk tekanan adanya keseriusan pemetintah untuk mengkoordinir
pengelolaan Lembaga Kevangan Publik Islam atas potenst zakat tersebut. Kementeri-
an mempunyai jangkauan kebijakan yang sangat luas. Sehingga diharapkan adanya
penerimaan zakat yang optimal dan tepat guna.

Karena dalam hal ini masyarakat Indonesia tidak boleh terlalu Jama mendam-
.bakan kesejahteraan baik secara ekonomi dan spiritual. Agenda yang sangat mendesak
untuk mewujudkan hal itu adalah merevitalisasi peran Lembaga Keuangan Publik
Islam di Indonesia. Meskipun agenda ini dipersepsikan utopis bagi sebagian masyarakat
Indonesia.*

** Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimp¢ Negara Kesgjabteraan, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2006), hal. 8. , '

> Hasil penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation Tzhun 2003, Philantropi
Untnk Keadilan Sosial: Studi Kasws Masyarakata Mushins Indonesia,
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Pada saat ini para penggiat kajian di bidang Lembaga Keuangan Publik Islam
mulai mengembangkan konsep pengelolaan untuk tujuan kesejahteraan, tidak semata
—mata untuk didistribusikan pada aspek sosial atau karitas (charify) saja. Ridwan al-
Makasary,” misalnya, mendefinisikan karitas sebagai pelayanan (services); Lembaga
Keuangan Publik Islam termasuk filantropi kesejahteraan,sebagai advokasi. Singkat-
nya, menurut Ridwan “advokasi versus servis”. Selain itu Lembaga Keuangan Publik
Islam termasuk juga filantropi kesejahteraan juga mengupayakan perubahan sistem-
sistem (seperti kebijakan publik) yang tidak mendukung kesejahteraan, dan juga
metubah relasi-relasi kekuasaan yang ‘saat ini eksis antara warga negara dalam
relasinya dengan pihak pemerintah, sektor usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Poin penting yang lain dari Lembaga Keuangan publik Islam termasuk
filantropi kesejahteraan adalah bersifat jangka panjang dan kegiatannya berorientasi
publik dan kolektif. Selain itu, Lembaga Keuangan Publik Islam termasuk filantropi
kesejahteraan bettujuan untuk mengatasi struktur-struktur ketidakadilan sosial, dan
juga mempromosikan perubahan sosial pada institusi-institusi. Sementara karitas,
lebih bersifat jangka pendek dan individual.

Al-Qur’an, sebagai way of /fe, mengartikulasikan konsep kedermawanan
(filantropi) dengan istilah seperti sedekah dan zakat. Di dalam perintah berderma
tersebut tetkandung ideal kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling
memperkuat. Attinya, dengan tindakan filantropi, seorang muslim menunjukkan satu
etos keagamaan yang tidak saja menjadi koreksi secara sosial, tetapi juga
merefleksikan, suatu nilai moral dan spiritual yang mengarah kepada pencapaian
kesejahteraan individu, komunitas dan masyarakat secara menyeluruh. Karenanya,
tidak mengherankan jika al-Qurin acap menganjurkan umat Islam, khususnya si
kaya, untuk perduli kepada si miskin papa. Karenanya, di dalam ajaran Islam,
menyantuni anak yatim, janda miskin, orang yang terbelit hutang dan orang yang
kekurangan adalah satu tugas religius yang luhur setara dengan perintah shalat
sebagai tiang agama. Singkatnya, derma yang ditunaikan kepada si miskin 7k pelak

metupakan ibadah horizontal. Aktivitas berderma inilah yang disebut sebagai’

filantropi Islam (Islamic Philanthrophy).

Lembaga Keuangan Publik Islam yang di dalamnya ada Filantropi Islam secara
umum terdiri dati institusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan wakaf, Dalam ajaran
Islam, ZIS mengandung pengertian yang sama dan acap digunakan secara bergantian,
atau dapat dipertukarkan, untuk maksud jang sama, yaitu berderma. Dalam ayat
60, surat al-Taubah, yang sering dirujuk sebagai ayat berderma, tidak mengintrodusir
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istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tataran diskursus penggunaan istilah
Zakat, Infak dan Sedekah mengandung makna yang spesifik dan berbeda. Zakat
sering diartikan sebagai membelanjakan (mengeluarkan) harta yang sifatnya wajib
dan salah satu rukun Islam serta berdasarkan perhitungan yang tertentu. Infak acap
merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar
dari zakat. Biasanya dimaksudkan untuk kepentingan fi7 sabilillah, dalam arti sarana,
misalnya, bantuan untuk masjid, madrasah, pondok Pesantren, rumah sakit. Pendek
kata, bantuan yang dikeluarkan untuk lembaga keumatan umat tersebut masuk
kategori infak. Sedangkan, sedekah biasanya derma yang kecil-kecil jumlahnya yang
diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen dIl. Berbeda dengan zakat,
baik infak maupun sedckah keduanya adalah sunnah.

Dalam konteks Indonesia, zakat pada awalnya acap dibayarkan langsung oleh
muzaki kepada mustabik, dan juga dihimpun melalui tokoh agama maupun masjid.
Pola berderma semacam ini tradisional sifatnya, meskipun cukup kredibel di mata
umat. Namun sejak abad ke 20, KH Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah,
mengusulkan dibentuknya lembaga amil zakat, yaitu lembaga perantara (intermediary
institusion) yang menerima atau menggalang zakat dari para muzaki dan menyalurkan
mustahik seperti ditunjukkan dalam surat al-Taubah: 60. Dengan kata lain,
sesungguhnya pengelolaan Lembaga Keuangan Publik Islam melalui organisasi yang
moderen belum lama dilakukan. Artinya Lembaga Keuangan Publik Islam maupun
organisasi filantropi Islam adalah fenomena moderen, meskipun praktik berderma
telah berurat akar dalam setizp etnik dan budaya masyarakat Indonesia. Praktek
berderma yang hidup tersebut umumnya diterapkan secara tercerai berai (decentralized),
tidak terkoordinir secara nasional,ada yang tidak transparan dan untuk maksud yang
berbeda-beda serta umumnya kuat dimotivasi oleh ajaran agama.

" Sementara itu, jika mereferensi pada hadts Nabi yang otentik, maka terminologi
wakaf berbeda halnya dengan zakat atau sedekah. Akan tetapi, wakaf dapat
dikategorikan sebagai infak. Dengan kata lain, konsep infak mencakup wakaf.
Terminologi wakaf sendiri tidak secara eksplisit disitir di dalam al-Qur’an. Wakaf
lahir dari pandangan Nabi saw ketika merespon pertanyaan Umar bin Khattab yang
bermaksud menginfakkan sebidang tanah di Khaibar. Nabi bersabda, “Bila engkau
suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya”. Sejarah
meriwayatkan bahwa tanah wakaf Umar itu dipergunakan untuk fakir miskin,
pemetdekaaﬁ budak, orang terlantar dll. Sebagian Ulama memandang syari’at wakaf
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pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Artinya wakaf mengindikasikan
pemanfaatan hasil tanahnya, namun kekekalannya tetap terpelihara.

Sebagai salah satu institusi filantropi Islam, wakaf di dunia Muslim telah
memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan sosial ekonomi umat.
Misalnya, di Mesit, Yordania, Saudi Arabia dan Bangladesh dengan manajemen yang
profesional, maka manfaat wakaf telah dirasakan oleh pihak yang memerlukannya.
Sebaliknya, di Indonesia wakaf belum mampu memainkan peran seperti beberapa
negara Muslim yang disebut tadi. Secara spesifik, wakaf, sebagai satu institusi
filantropi Islam telah dipraktekkan sejak abad ke-15, ketika komunitas Muslim
khususnya di Jawa mulai mendirikan masjid dan pesantren sebagai institusi
pendidikan keagamaan. Menurut Ridwan, orientasi wakaf sebagai satu tindakan
kemasyarakatan (sosial) harus diperkuat, karena trend umum di Indonesia wakaf
diperuntukkan untuk tempat ibadah (75%), sedangkan wakaf untuk tujuan
kemasyarakatan sangat minim, termasuk juga wakaf untuk institusi pendidikan sepem
pesantren, madrasah dan perguruan tinggi (universitas).!¢

Secara umum, ada beberapa tantangan Lembaga Keuangan Publik Islam untuk
kesejahteraan di Indonesta. Perfama, organisasi-organisasi pengelola zakat (BAZIS
dan LAZIS) belum menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang memadai.
Kedna, rekonseptualisasi fikih Lembaga Keuangan Publik Islam maupun filantropi
yang moderen, misalnya mengenai pemahaman konseptual asnaf delapan, cash
wakaf (wakaf tunai) atau wakaf produktf. Selain itu, diandaikan adanya satu
pendekatan “pembangunan” yang lebih menitikberatkan pada investasi di bidang
infrastruktur untuk menuai keuntungan jangka panjang ketimbang sekedar mengatasi
masalah-masalah jangka pendek.

D. Penutup

Sebagai kesimpulan akhir, solusi atas pemberdayaan Lembaga Keuangan Publik
Islam sebagai sebuah sistem kesejahteraan di Indonesia adalah, kerja-ketja lembaga
tersebut di masa depan, secara ideal, harus mengeksplorasi modus-modus yang kreatif
di dalam memobilisasi, mengorganisasi, dan juga menfasilitasi aktivitas L.embaga
Keuangan Publik Islam di Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan
mendorong inisitiaf-inisiatif kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka itu dibutub-
kan suatu sistern kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat

16 Thid.
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|
satu Lembaga Keuangz'm Publik Islam yang sifatnya nasional dan beketja secara
transparan dan akuntabel. Tugas lembaga tersebut mengkoordinir program serta dana
ZIS dan wakaf yang selama i1 belumi tergali secara maksimal karena masih bercerai
berai di lembaga-lembaga ZIS dan wakaf yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dapat
dipahami, kalau ZIS dafn wakaf dikelola secara kelembagaan dengan baik, bukan

tidak mungkin bisa mei:lgatasi betbagai persoalan bangsa.
i
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